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Lampiran 1. Wawancara dengan Ibu MC. Nining Heri, S.SH, Ibu Ita Rustanti,
S.Si, M.Eng dan Bapak Drs. Suparji
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Lampiran 2. Pelayanan Kependudukan di dinas Dukcapil dan Jenis Layanan
K ependudukan dan Pencatatan Sipil
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Lampiran 3. ngumen K eputusan Kepala Dinas K ependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Y ogyakarta No. 42 tahun 2013

PEMERINTAR KOTA YOGYAKARTA
NOUDUEAN DAN PENCATATAN SIPIL
I Eir:]naﬁ;s iKﬁEnFnEnkmﬂ Kose Pus ; 35165 1 clepoi {{I!'H}_ 414865, 3159466, 542683
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WERSITE | W jerpi :

KEBUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN CAN PENGATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
MOMOR (% KPTSIDINDUKCAPILITAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASICMAL PROSECUR (SCF)

PELAYAMAN AKTA KELAHIRAN
D1 LINGHUNGAN DINAS KEPENDUDURKAN DAN PENCATATAN SIFIL
KOTA YOG YARARTA

KEPALA DINAS KEPFENDUDUKAN DAN PEMCATATAN SIFIL

Menimbang © @ bahwa dalam rangka pelaksanazn reformasi biokrasi dalam
bideng pelayanan publik dan maningkatkan  efisiensi,
sfekiifitas, transperansl dan akuniznbllitas panyalanggaraan
pemerintahandan  pelavanan  masyarakal khususnys
paiayenan akia kelaniren di lingkungan Dinas Kapandudukan
Pancatatan  Sighl  peflu  diterapkan  Standar Operasional
Prosedur[SSP),

b, bahwa pensrapan Standar Operesional Prosadur(S0OF)
merupaksan jaminan kepastian bagi penarima pelayanan serta
sarans pengewsssn dan pengendaiian terhadap kineda
peiayanan publik bidang pencatatan siplh

¢ bahwa berdasarkan pertmbangan sebageimana dimaksud
pads huridl & dar b serta untuk manjamin tertib adminlstrasi
maka penerspan SOP dimaksud perlu diletapken dengan
Kspulusan Kepala Qines Kependudukan dan Pencataian Sipi
Kota Yogyakana:

Wengingat 1  Undang-Undang Memar 96 Tahun 1950 tentang
Pambentukan Daerah-daerah Koia Besar datam flingkungan
Propins: Jawa Timur, Jawa Tengah.Jawa Barat dan Dalam
Daerah  |stimewa Yooyaskara(LNRI fahun 1568 Nomor
33 TLN Rl Momor B58) |

2 UndangUndang MNomor 28 Tshun 2004 tentang
Fenyelenggaraan Negara yang bersih deri korupsl: kakisi dan
pepotismelLN R1 tzhun 1988 Momer T5, TLN Rl Nomar
LR AN

4. Undang-Undang MNomor 12 Tohun 2004 Pamarintanan
Daersh fentang{LNRI tahun 2004 Nemor 125 TLN RI Nomaer
4437} sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhiz
dangan Undang-Undang Momor 12 tahun 2008 tentang
perubshan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tantang Pemearntahan Caerah(LM Rl Tahun 2008
Momor 58, TLWN Rl Nomor 4844
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Manatapkan

KESATU

KEDUA

KETIGH

KEEMBPAT

KELIMA,

KEENAM

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEFENMDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYARARTA TENTAMG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYAMNAN
PENCATATAN AKTA KELAHIRAN 0O LINGHUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  KOTA
YOGYAKARTA -~

Terhitung  mulel tanggsl  ditelaprannya kaputusan 0l
menetapkan Standar Operasional Prosedur (S0OP) pelayanan
pencatatan Akta Kelahiran di Lingkungan Dinas Kepandudukan
dan Pancatatan Sipll Kota Yogyekarts

Siandar Operasional  Prosedur pelayanan  pencatatan  sipdl
sebagaimana dimaksud sipll dalam diktum KESATU terdapat pads
lamipitan kepuiusan ini yang tidak terpisankan dengan keputusan inl.

Standar Operasional Presedur {SOF) yang diterapkan sebagal
mens dimaksud pads dikum KESATU mengacu pada SOP
yang diterapkan oleh Direktorat Kependudukan dan Fencatatan
Sipll wWementrian Dalam Negerl dan Peraturan Wallkata
Yogyakarta.

Standar Operssional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU meliputi pelayanzn pencatstan sipll ‘yang
mangatur tentang persyaratan, besaran biaya, prosss karfa dan
narasinya, sera ureian tuges Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakaria

Segala biaya yang timbul sebagal akibat dikelusrkannya
keputusan ini dibebankan peds APBD Kota Yogyakarta,

Kepulusan inl berisku sejak  tanggal -ditetapkan dengan

kefentuan [lka terdapat kekellruzn akan diadakan perbafkan
sebagei mestinya.

Ditetapkan d Yogyakarta
pada tanggal
KEPALA
/ﬁ(/ —
H. 5
WIF. 1862024 1958031 020
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1.

12,

13

14,

15,

uUndang-Undang MNomor 23 Tahun 2006 tentang
Admimnistrasl Kependudukan (Lermbaran Megara Rl Tahun
2006 Momor 124, Tambehan Lemuoaran Megara Rl Namor
4874

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 'ten’r.angLFela'_.Ianan
Publk (LN RI tahun 2008 Nomor 112 . TLN Rl Memor 5638);

Peraturan Pamerintah RI Momor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Memor 23 Tahun 2005 tentang
Adminiatrasi Kependudukan (LN RI Tahun 2008 Mo, 124, TLN
Rl No.4874)

Persturar  Presiden Momor 25 Tahun 2008 tantang
Persyaratan dan Tats Cara Pendaftaran  Penduduk dan

Fencatatan Sipil

Peraturan Menteri Megera Pendayagunaan Aparatur Megara
Mamar Per/21/M PAN/ 1/2008 tentang Pedoman
Panyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administras]
Pamerintah yang telah diubah dalam Peraturan Mentari
Pandayagunaan Aparalur Megars dan Reformasl Birokras! Rl
Momor 35 Tehun 2012 temtang Pedoman Penyusunan
Standar Dperasional Prosedur Administrasi Pamerintahan ;

Peraturan Daerah Kota Yogyaksns Nomor 3 Tahun 2008
tantang Urusan Pemerntah Daerah| Lembaran Dasrah Kota
Yogyakarta Tahun 2008 Nomar 21 Seri D);

Peraturan Daersgh Kota Yopyakara Memoer 10 Tehun 2008
tentang Pambantukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pokok Dinas Daershilembaran Dasrah Kota Yogyakana
Tehun 2008 Nomor 67 Sarl D),

Paraturan Daerah Kota Yogyskarda Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelalanan Jasa Umum;

Peraturan Dasrah Kots YogyakartaMomor 8 Tahun 2012
tentang Penyelanggaraan Adminisirasi Kepandudukan,

Peraturan  Walikolg  Yogyakerta Nomor 78 Tahun 2008
tentang Fungsi, Rinclan Tugas dan Tata Kera Dinas
Kependudukan dan Pencstatan Sipll Kota Yogyskarta(Berita
Dasreh Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 90 serlD);

Peraturen Walikota Yogyekarta Momer 12 Tahun 2011
tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur{SOP)
Penyelenggarsan Pemerintahan 0i Lingkungan Femerintah
KotalBerita Daerah Kota Yogyakaris Tahun 2011 Nomer 12§

Peraturan ‘Walikete Yogyakara Nomor 20 Tahun 2012

fentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daefah Kots

Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelénggaraan
Administrasi Kepandudukarn;
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Lampiran 4. Surat 1zin dari Dinas Perizinan Kota Y ogyakarta

PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

JI. Kanari Mo. 56 Yogyakarts 55165 Telepon 514448, 515068, 545865, 515468, 562682
Fax (0274) 555241

E-MAIL . parzinanifjogiakola po
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL ; w@ﬂ
WEBEITE : www pawizinan jogiaiita oo.id

SURAT LZIN
NOMOR : 070/3339
£590,/34
Membacs Surs Can  Dekan FISIPOL - UMY
Mamor | DTETIAGZVINI2018 Tanggal :© 27 Septembar 2018
Mangingat 1 Permaturan Gubamur Daerah istimews Yogyakars Nomar - 18 Tahon 2009 tenang

Pedoman Pelaysnan Perizinen, Rekomendes! Pelaksanman  Surved, Penslitian,
Pandataan, Pengembangan, Pengkajion dan Stud Lapangan di Daorah [stimewa
Yogyakarta,

2. Pomturan Dasrah Kotz Yogyekarta Momor 10 Tabun 2008 tentang Pembentukan,
Gusunan, Kedudukan den Tugas Pokok Dinas Daerah;

3. Persluran Welkots Yogyskara Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemberian lzin
Pepelilen, Praklek Kers Lespangan dan Holiah Keds Nyala di Wiayah Kots
Yogyakara;

4. Pergluran Wallkola Yogyakarta Momor 85 Tahun 2008 lentang Fungs), Rincan Tugas
TDinas Periznan Kole Yogyakars;

5 Persturen Waelikote Yogyakaras Momor 20 tahun 2074 lentang Penyelenggersan
Perzinan pada Pemarirtah Kots Yogyakars;

Dignian Kepada Nama . MUHAMBAD ABDLUL AFIF
Mo, Bhs! WA : BEDE20024
Pekesizan | Mahgesisva FISIPOL - LMY
Alama ¢ L Lingkar Selatnn, Tamanlicks, Kasihan, Bamlul, ¥
Penangpungjowab  Ane Fermatasar, MA
Kmpariuan  Malakukan Penelitan dergan judul Proposal | AGERDA SETTING

PROGRAM JEMPUT BOLA DINAS KEPENDUDUHCAN DAk
FEMNCATATAN SIPFIL KOTA ¥YOGYAKARTA DALAM HANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN KEPENDUDLIKAMN MASY ARAKAT
TAHUN 2014-2015 [Studi Kasus Pengurusan Pelayanan Akta

Kelahiran]
Lokasi'Responden ©  Kota Yogyekara
Wakiu 28 Septarmber 2016 sid 28 Desamber 2016
Lampian ¢ Proposgl dan Daflar Peraryann
Dengan Kelgnluan 1, Wajib Memberikan Laporan hasil Penalitian barupa GO kepada Walkola Yogqyakaris

(Cg, Dinas Parizinan Kola Yogvekarta)

2. Wallb Meriaga Tate lertih dan menaal keteniian-kelsntuan yang berdsky selempal

3 lzin i tidak desalabgunakan untul iujuan lerentu yang dapal mengganggu
hesatabdan prmenntaban dan hanya dipedukan untuk keperisan ilmah

4, Surat izin ini sewaklu-wakiu dapad dibaislkan apabils tidak dpenuhinys
ketantuan-ketantuan tersabut distas

Kemudian diharmp para Pejabat Pemenniahan setempat dapat mambenkan bantuan
sipariurya

Tanda Tangan Dlmmh di Yogyakarta
Pamegang lzin ” Z8 gaptesber 1076

i 1
MUHAMMAD ABDOUL AFIF TR CRTRRANI MM

Tembusan Kapada :

¥ih 1 Walkotn Yogyakarta [sabaga: leporan]
2 Ka Dinas Kepandudukan & Pencatatan Sipl Kota Yk
3. Dakan FISIPOL - UMY
L]
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Lampiran 5. Renjatahun 2015

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2015
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}  Penerbitan Surat Keteranganm Pembatalan Perceraian diseletaian datam walkty 4
{empat) hari kerja.

Tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencataten Sipil Kota Yogyakarta dalsm

penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipll sudah lebin cepat wakty

penyeiesaiannya sebagsmana ketentusn wakiu penyeiesaian yang diamanatkan calsm

Undang-undang Nomor 23 Tehun 2006 tentang Administrasl Kependuduken

. Terlaksananya Implementasi Aplikssi KTP- &l menggantikan Sistem Informas Adminstrasi

Kependidukan [SIAK) di 14 Kecamatan se Kota Yogyakarta

. Penyelesalan program nasional perekaman KTP Elektronic bagi masyarakat Kota

Yogyakarta

. Terselenggaranys pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dengan baik

5. Tersélenggaranya pelayanan penerbiian dokumen peristiwa penting pencatatan sipé

dengan balk

2.3.2 Permasalah dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD

dan Tindaklanjutnya.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Administrasl Kependudukan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kata Yogyakarts adiiah sebagsi berkut :

L

Belumn sdanya Petugas Registra secars definitive di Kelurahan,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tshun 2006 tentang Administrasi Kependudukasn
bahwa Petugas Registra bertugas membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatstan Sipll dan Petuges Registra diangkst dan
diberhentikan oleh Wallkota dan PNS yang memenuhl persyaratan,

1 Belum tersedisnya fasilites pelayanasn berups meja pelayeanan yang representative dalam

petayanan Administras| Kependuduhan bag petugas Registra di Keturahan,

. Belum terselesaikannya penyusunan S0P (Standsr Operating Prosedur] o bidang

Pendaftaran Penduduk
Betum terselesalkannya pmbentukan §rsip digitel untuk seluruh Alkta-akts Pencatatan Sipil

5 Belum merstanys pemahaman masyarskat tentang artl  pentingnya  dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil

. Betum terpenubings kebutuhan personil yang menangani pelsyenan  Administrasi

Kependudukan,
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. Belum meratanya kemarmpuan personil Dinas Kependuduksn dan Pencatatsn Sipil Kots

Yogyakarta df bidang Administrasi kependudukan

. Masih adanya permasaiahan- permasalahan penyelenggars sdminduk bagi masyarakat

yang bersifat lintas instansi

. Befum tersusunnya sturan pelaksanaan yang berkaitan dengan terbitnya UU no 24 tahun

ms

Terhadap berbagsi masalah tersebut distas maks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll
menyusun rencena keglatan yang telah dilaksenakon dalam twhun 2014 dan secars
berkesinambungan dilaksanakan puls pads tahun-tahun selanjutnya. Kegiatan tersebut antsrs
lain berupa dilaksanakannya :

soslalisasi tentang mekanisme dan persyaratan penguruisn dokumen kependudukan dan
pencatatan sipll,

b. peningkatan kualitas S0M melaiul pelatiban atau diklat-giklat teknis,

memaksimalkan koordinasi pelsksanasn adminduk dengsn petugss di kelurahan dan
kecamatan,

melaksanakan koordinasi lintas organisasi medalul forum komunikasi dengen kantor
imigrasi, pengadilan, polresta, kemenhumkam, dil dalam rangka mencar Solusi untuk
permasaiahan- permasaiahan sdminduk,

melaksanakan kerjasama dengan KUA dalam rangka updating identitas pendudult pada
saat penduduk berubah status perkawinannya

melaksanakan kegiatan jemput bola dan e-mobile,

penyiapan SAFAnS prasArana Serta sumberdaya manusia pelaksanasn proses penyimpanan
arsip melalul digiteiisas! dokumen reglster penduduk,

. melakianskan restoras don diginalisasi arsip registra yang nisak dan dimalkan usia

penyusunan S0P bagi seluruh bidsng pelayanan adminduk
melakianakan penyusunan paraturan- peraturan daerah dan paraturan Wallkots terkan
perubahen UU Adminduk

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

- L R T T 1] | T —— N v E—
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Lampiran 6. Lakip tahun 2014

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN 2014

g PEMERINTAH KOTR YOCYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
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Lapmia Kisarid Ininanal Prossiseab
Tehuomw 014

2.2 Peningkatan

Pencatatan Sipil

a, belum optimalnya
partisipast masyarakat
urtuk malaksanakan
kewajibannya
melaporkan setiap
peristiva penting

b belum cptimalnya
fungst petugas regstra
di Kelurahan
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Loporan Kiasrja Instansl Pemerintal

Tohwen 2014

saslalisasi pentingnya tertib administras
kependudukan kepada masyarakat,

« Telah dilaksanakannya pembsraan

terhadap aparat Kelurahan/ kecamatan
terkait pelayanan administras:
kependudukan sehingga diharapkan
peningkatan kualtas pelayanan,
Celaksanaknvya sistem jemput Bola
pelayanan kependudukan dan.
peneatatan sipil dengan makuud
mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat

Program lmplemantasi Slstem Informasi Administrasi Kependuduban

Kegiatan
Pengemipangan  dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi
Administrasi

Eependudukan

- Belurm optimalnya
Informas! data di bidzng
administras|
kependudukan
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Lampiran 7. Interview Guide Penelitian

INTERVIEW GUIDE PEGAWAI DISDUKCAPIL(MC. Nining Heri, S.SH, lbu
Ita Rustanti, S.Si, M.Eng dan Bapak Drs. Suparji)

© N o o &

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Kapan Program jemput bola dilaksanakan?

Siapa sga yang mengusulkan program ini?

Apakah yang mengusulkan program ini hanya dinas ataukah masyarakat
dilibatkan?

Adakah masalah yang melatarbel akangi dibuatnya program ini?

Adakah kendala dalam perumusan program jemput bola?

Siapa sgayang terlibat dalam proses perumusan program jemput bola?
Bagaimana tahapan dalam perumusan program jemput bola?
Program-program apa saja yang diusulkan sebelum adanya program jemput
bola?

Adakah kajian akademis dan teknis dalam perumusan program?
Apaprogram ini sesuai dengan renstra dan renja?

Bagaimanakonsisi kepemilikan akta kelahiran sebelum adanya program
jemput bola?

Bagaimanakondisi kepemilikan akta sebelum adanya program jemput bola?
Program jemput bolaini apakah efektif dalam pelaksanaanya?

Apakah pelaksanaan program ini tepat sasaran dan tepat tujuan?

Adakah keluhan dalam proses pelayanan jemput bola?

Bentuk Program jemput bola secarafisik seperti apa?
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